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Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan raya di 
Mataram dan implikasi yuridis dan sosial ekonomi dari pembebasan tanah untuk 
kepentingan umum di Mataram. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum 
normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : 1. melalui 
pengadaan tanah proses pemberian ganti kerugian dilakukan konsultasi publik 
terlebih dahulu dengan dilakukan proses komunikasi atau musyawarah pihak yang 
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Dampak 
pembebasan tanah dan nilai ganti rugi berpengaruh terhadap kondisi sosial 
ekonomi masyarakat dengan adanya dampak pada kehidupan masyarakat berupa 
persepsi masyarakat, dampak pada kualitas lingkungan sekitar, dan dampak 
terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan, mata 
pencaharian, kekayaan, dan pendidikan. 
 

Kata kunci : Implikasi, Pembebasan Tanah, Kepentingan Umum 
 

LAND EXEMPTION IMPLICATIONS FOR JALAN RAYA EXCHANGE 
INTEREST REVIEWED FROM LAW PERSPECTIVE NO. 2 OF 2012 
CONCERNING LAND PROCUREMENT FOR DEVELOPMENT FOR 

PUBLIC INTEREST (STUDY IN JEMPONG BARU) 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to find out how the process of implementing 
land acquisition was for the sake of widening the highway in Mataram and the 
juridical and socio-economic implications of land acquisition for the public 
interest in Mataram. This type of research uses empirical normative legal research. 
Based on the results of the research as follows: 1. through land acquisition the 
compensation process is carried out in public consultation in advance with the 
process of communication or deliberation of the interested parties in order to 
achieve understanding and agreement in the planning of land acquisition for 
development in the public interest. 2. The impact of land acquisition and 
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compensation value affect the socio-economic conditions of the community with 
the impact on people's lives in the form of community perceptions, the impact on 
the quality of the surrounding environment, and the impact on the economic life 
of the community which includes income, livelihood, wealth and education. 

 
Keywords: Implications, Land Acquisition, Public Interest 
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I. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan 

hidup manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, 

tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup 

manusia. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

mendasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosisal oleh 

karena itulah kepeningan pribadi atas tanah tersebut di korbankan guna kepentingan 

umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi 

yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah dan fasilitas lainnya. 

Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak di berikan kepada 

perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, 

yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu 

dikuasainya1. 

Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di 

dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan 

pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa 

tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang 

dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah 

di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut 

UUPA. 

Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti 

rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan 

                                                             
1 Ahmad Rubai, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Banyumedia, Malang, 2007 , hlm. 1 
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data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Sehingga 

apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, 

maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan 

atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Tanah juga menempati posisi yang 

vital dalam konteks perkembangan di sektor agraria. Tanah telah berubah dari alat 

produksi subsistensi rakyat menjadi alat produksi bagi organisasi kapitalis. Selain 

ungkapan tersebut di atas, tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak atau 

dengan kata lain tanah itu ajang konflik kepentingan semua pihak. Dalam pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945. terdapat beberapa kepentingan termasuk di dalamnya kepentingan 

umum dengan menyebutkan adanya instruksi kepada Pemerintah untuk membuat 

suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah untuk 

:1) Keperluan Negara 2) Keperluan pribadatan dan keperluan suci lainya 3) 

Keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain 

kesejahteraan 4) Keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan 

perikanan 5) Keperluan memperkembangkan industri, transmigragi, dan 

pertambangan.2 

Didasarkan atas rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum 

dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah 

instansi yang bersangkutan. Didalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 

diatur perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk 

dokumen perencanaan pengadaan tanah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses pelaksanaan pembebasan 

                                                             
2 Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan 

Tanah,  Mandar Maju,  Bandung, 2011, hlm. 24-25 
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Tanah untuk kepentingan pelebaran jalan raya di Mataram? 2) Apakah implikasi 

yuridis dan sosial ekonomi dari pembebasan tanah untuk kepentingan umum di 

Mataram? 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : a). Untuk mengetahui proses pembebasan 

tanah untuk kepentingan pelebaran jalan raya. b). Untuk mengetahui dampak sosial 

ekonomi yang timbul di masyarakat akibat pembebasan tanah untuk kepentingan 

pelebaran jalan raya. 

Untuk menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan 

diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris, 

Metode pendekatan antara lain : 1) Pendekatan Perundang-undangan 2) Pendekatan 

Konseptual 3) Pendekatan Empiris. Jenis dan sumber data dan bahan hukum yaitu : 1) 

Data Primer 2) Data sekunder ; a) Bahan Hukum Primer b) Bahan Hukum Skunder c) 

Bahan Hukum Tersier. Adapun metode penyimpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode deduktif, artinya penyusun melakukan analisis terhadap 

berbagai referensi baik dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku 

literatur kemudian dikaji lagi secara spesifik dan mendalam guna menemukan norma-

norma dan prinsip-prinsip hukum atau memilih pasal-pasal yang ada relevansinya 

dengan permasalahan yang diangkat. 
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II. PEMBAHASAN 

Implikasi Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Raya 

Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang No 2 Tahun 2012 Tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Studi Di 

Jempong Baru) 

Kecamatan Sekarbela berdasarkan peraturan daerah Kota Mataram Nomor 3 

tahun 2007 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram. 

Kecamatan Sekarbela merupakan pecahan dari Kecamatan Ampenan di tambah 

dengan lingkungan Pekadelan, Mapak Dasan, dan Mapak Belatung adalah bagian dari 

wilayah Kabupaten Lombok Barat. 

Kecamatan Sekarbela berbatasan dengan kali Ancar di sebelah utara, sebelah 

selatan dengan kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sedangkan sebelah 

timur berbatasan dengan Kecamatan Mataram dan sebelah barat adalah selat Lombok. 

Luas wilayah kecamatan Sekarbela tahun 2014 adalah 10,319 Ha dengan 

komposisi 597,45, adalah lahan sawah selebihnya merupakan lahan Non-Pertanian. 

Tanah sawah ini setiap tahunnya dapat di tanami padi, palawija dan holtikultura. 

Melalui intensifikasi pertania yang dilakukan untuk meningkatkan gairah dan 

produktifitas petani dengan hasil yang lebih baik. Untuk tahun 2014 produksi padi 

mencapai 1,1551,83 ton. Berdasarkan informasi yang di peroleh, diketahui bahwa 

terdapat kelompok tani sebanyak 23 kelompok, dan status kepemilikan lahan antara 

lain sebanyak 128 petani pemilik, 192 petani penggarap dan petani penyewa. 

Kelurahan Jempong Baru, terdiri dari 8 lingkungan yaitu: 1) Lingkungan Jempong 

Barat 2) Lingkungan Jempong Timur 3) Lingkungan Geguntur 4) Lingkungan Mapak 
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5) Lingkungan Kodya Asri 6) Lingkungan Mapak Dasan 7) Lingkungan Mapak 

Belatung 8) Lingkungan Pakandelan 9) Lingkungan Batu Mediri 10) Lingkungan 

Dasan Kolo 11) Lingkungan Dasan Warga. 

a. Proses Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pelebaran Jalan 

Raya di Mataram 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 salah satu upaya pembangunan dalam kerangka 

pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah pada saat ini adalah dengan 

menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tujuannya untuk 

menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Pengadaan tanah merupakan 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil 

kepada pihak yang berhak. Perencanaan pengadaan tanah untuk Kepentingan umum 

didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, 

Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan, Perencanaan yang dilakukan 

dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan raya untuk kepentingan umum yang 

terjadi pada kota Mataram tepatnya di daerah kelurahan jempong baru, Dinas 

Pekerjaan Umum (PU) sebagai intansi yang memerlukan tanah mengajukan 

permohonan penetapan lokasi pembangunan atau rencana kegiatan Ke Gubernur 

melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota dengan melampirkan studi kelayakan dan 

data-data lainnya. 
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Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 

60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) 

hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang 

keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik 

ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila 

masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi 

yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. 

Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak 

yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya 

penetapan lokasi. Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan diterima atau 

ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi 

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung wajib memberikan 

putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi 

diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi 

dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum. 

Lembaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan penilai yang telah 

ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilai yang 

ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan 
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apabila terdapat pelanggaran dikenakan sanksi administratif dan  pidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian besarnya nilai Ganti 

Kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: 1) Tanah 2) 

Ruang atas tanah dan bawah tanah 3) Bangunan 4) Tanaman 5) Benda yang berkaitan 

dengan tanah 6) Kerugian lain yang dapat dinilai. Nilai Ganti Kerugian yang dinilai 

oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan 

untuk kepentingan umum. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian 

Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara dan menjadi 

dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam hal bidang tanah tertentu yang 

terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai 

dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta 

penggantian secara utuh atas bidang tanahnya. 

Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak dalam 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai 

disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan besarnya 

ganti kerugian. Berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam 

musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang 

dimuat dalam berita acara kesepakatan. Pemberian ganti kerugian atas objek 

pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak melalui rekening 

Bank NTB yang terlebih dahulu dibuat oleh masyarakat yang berhak kemudian 

pemerintah menteransfer untuk mengindari hal yang tidak diinginkan. 

Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian 

yang ditetapkan dalam musyawarah. Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang 
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Berhak menerima Ganti Kerugian wajib : 1) Melakukan pelepasan hak. 2) 

Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada 

instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. 

Pelepasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimiliki 

pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengelolaan barang milik Negara atau daerah. Pelepasan objek pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai oleh pemerintah atau dikuasai atau 

dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2012. 

b. Implikasi Yuridis dan Sosial Ekonomi dari Pembebasan Tanah untuk 

Kepentingan Umum di Mataram 

Dampak adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif 

maupun negatif. Jadi ketika berbicara dampak pembangunan kita berbicara akibat-

akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan. Dampak tersebut terdiri dari: 1) Dampak 

positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan  maupun oleh 

orang lain. 2) Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara  

pembangunan maupun oleh orang lain. 3) Dampak yang disadari (intended 

consequences).Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. 

Dampak ini adalah dampak yang diketahui  dan disadari akan terjadi. Dampak 

seperti ini biasanya mudah diketahui karena  disadari keberadaanya atau sering telah 

ditulis oleh penyelanggara pembangunan dalam proposal pembangunannya. 4) 

Dampak yang tidak disadari (unintended consequences). Dampak yang tidak 

direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak seperti ini biasanya sulit 
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diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam proposal 

pembangunan oleh penyelanggara pembangunan. Dampak yang tidak disadari sering 

tergolong dampak negatif. 

Kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh tiap individu berbeda-beda dan 

bertingkat, dari yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang tinggi, sedang maupun 

rendah. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur 

secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur 

masyarakat. Dengan kata lain sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang 

dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, 

pendidikan serta pendapatan. Tingkat sosial dan ekonomi dibedakan oleh tingkat 

kemakmuran yang ada dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan dalam pengadaan 

tanah dapat terkait secara langsung dengan proses pengadaan tanahnya sejak 

perencanaan hingga penyerahan, maupun dampak tidak langsung dari kesejajaran 

nilai tanah yang telah digantikan dengan uang atau lainnya. Dibanding harta lainnya 

yang dapat dimiliki manusia, secara umum kepemilikan tanah memiliki keterikatan 

lebih luas dan menyangkut banyak pihak dibanding dengan kepemilikan harta benda 

lainnya. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa setiap hak atas 

tanah memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial yang melekat pada hak milik atas tanah 

tidak berarti pemegang hak milik harus selalu bersedia melepaskan haknya tersebut 

begitu saja ketika berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Harus 

ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan 

kepentingan pemegang hak atas tanah. Ketika pemegang hak milik atas tanah harus 
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melepaskan haknya untuk kepentingan umum, maka harus ada ganti rugi yang layak 

sehingga pemegang hak atas tanah tidak dirugikan. Dari pembebasan tanah tersebut 

berdampak pada pihak yang mendapatkan ganti rugi dari pembebasan lahan tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pada saat pengadaan tanah untuk 

pelebaran jalan di kelurahan jempong baru benar-benar dilakukan atas dasar 

kepentingan umum bukan kepentingan individu atau kelompok, masyarakat 

mendapatkan perlindungan yang nyata didapatkan dari pemerintah maupun Undang-

Undang karena masyarakat telah mendapatkan apa yang menjadi haknya tidak ada 

yang merasa keberatan dengan adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran 

jalan dan penilaian ganti kerugian layak dan adil membuat masyarakat melepaskan 

hak atas tanahnya kepada intansi yang memerlukan, karena menurutnya pembebasan 

tanah tersebut menyebabkan penghasilan ekonominya berkurang.3 

Dan ada juga salah satu warga yang menerima dengan baik atas di lakukannya 

pembebasan tanah tersebut di karenakan dapat meningkatkan penghasilan 

ekonominya serta dapat menambah peluang investasi baginya.4 

Berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih 

baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah istilah 

ganti rugi tersebut dimaksud adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh 

pemegang hak atas tanah atas beralihnya haknya tersebut. Masalah ganti kerugian 

menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah Pembebasan 

mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses yang 

panjang, dan berlarut-larut (time consuming) akibat tidak adanya kesepakatan di 
                                                             

3 Hasil wawncara tanggal 25 Maret 2017 dengan bapak Ilyas warga kelurahan jempong baru 
4 Hasil wawncara tanggal 20 Maret 2017 dengan bapak H. Marzuki warga kelurahan jempong baru 
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antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu, dalam bidang keperdataan, 

ganti rugi ditandai sebagai pemberian prestasi yang setimpal akibat dari satu 

perbuatan yang menyebabkan kerugian diderita oleh salah satu pihak yang melakukan 

kesepakatan atau konsensus. Singkatnya ganti rugi adalah pengenaan ganti sebagai 

akibat adanya penggunaan hak dari satu pihak untuk pemenuhan kebutuhan dan 

kepentingan dari lain. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari para spekulan 

ini apabila suatu lokasi telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan, maka segala 

peralihan Hak Atas Tanah harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Demikian  

juga penerimaan ganti kerugian harus diterima langsung oleh pemilik tanah yang 

tercatat tersebut, dan penerimaan oleh kuasa atau wakilnya dibatasi secara ketat. 

Dalam hal ini pemerintah kota mataram terkait dalam pelebaran jalan baru 

kelurahan jempong ini menurut hasil wawancara dengan sekertaris lurah setempat 

bahwa dalam pengadaan tanah ini demi kepentingan umum kami mengadakan 

sosialisai terlebih dahulu dengan masyarakat bertempat di aula kelurahan untuk 

menjelaskan bahwa akan adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan.  

Kami mengadakan acara sosialisasi ini agar tidak terjadi kesalah pahaman antara 

pihak pemerintah dengan masyarakat  dikemudian harinya.. Berkaitan dengan tanah 

yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan 

sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah istilah ganti rugi tersebut dimaksud 

adalah pemberian ganti atas kerugian yang diderita oleh pemegang hak atas tanah atas 

beralihnya haknya tersebut. 

Ganti Kerugian Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum 

diumumkan oleh pemerintah kepada masyarakat, Pihak yang berhak hanya dapat 
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mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui 

Lembaga Pertanahan. Besarnya ganti rugi terhadap lokasi pembangunan untuk 

kepentingan umum, nilainya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Penilaian 

besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Lembaga Pertanahan meliputi : tanah, ruang atas 

tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan 

kerugian lain yang dapat dinilai. Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam 

bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk 

lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan: 

Proses pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di 

Mataram melalui pengadaan tanah proses pemberian ganti kerugian dilakukan 

konsultasi publik terlebih dahulu dengan dilakukan proses komunikasi atau 

musyawarah pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan 

kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum dan proses ini juga untuk mendengar apa yang menjadi keberatan 

masyarakat dengan adanya pengadaan tanah. Setelah terjadinya kesepakatan dalam 

konsultasi publik maka dilakukan penilaian ganti kerugian untuk memenuhi hak-hak 

masyarakat yang tanahnya terkena dampak pengadaan tanah untuk pelebaran jalan. 

Dampak pembebasan tanah dan nilai ganti rugi berpengaruh terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya dampak pada kehidupan 

masyarakat berupa persepsi masyarakat, dampak pada kualitas lingkungan sekitar, 

dan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan, 

mata pencaharian, kekayaan, dan pendidikan, dan pemerintah selaku pihak 

penyelenggara pengadaan tanah harus memberikan ganti rugi yang layak dan sebaik-

baiknya kepada masyarakat. 

 

 

 



xiv 
 

SARAN 

Pemerintah harus memperhatikan keterlibatan warga dalam setiap proses yang 

dilakukan, karena warga memiliki hak untuk terlibat terutama dalam proses 

musyawarah. 

Pemerintah harus melakukan pendekatan yang baik sangat membantu proses 

pengadaan tanah agar warga yakin bahwa proses yang terjadi sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan mengurangi kendala di lapangan saat berhadapan dengan warga. 

Pemerintah harus jelas dan konsisten dengan waktu yang ditetapkan. Penguluran 

waktu yang tidak jelas membuat konflik laten dan akhirnya menjadi mencuat. 
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